
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

2. Undang-Undan·g Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 1822); 

1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipandang 
perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat ( 3 } Peraturan Daerah Kabupaten 
Buton Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

Menimbang 

BUPATI BUTON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAY ANAN P ARKIR 
DI TEPI JALAN UMUM 

TENT ANG 

PERATURANBUPATIBUTON 
NOMOR 9 TAHON 2013 

BUPATIBUTON 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2013 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 61 ), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsetif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - Undangan ( lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049 ); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 NOMOR.'-:0 

Dr. H.ZUHUDDIN KASIM, MM 
Pembina Utama Madya, IV/d 
NIP. 19600917 198902 1 001 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 

Diundangkan di Pasarwajo 
padatanggal ~o S~flet-\e£~2013 

I 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 

PATI BUTON, 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal 19 ~ept<cw~r2013 

Pasal3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar 
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Buton. 

Pasal2 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, retribusi yang masih 
terutang berdasarkan tarif retribusi yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton nomor 5 Tahun 20e3 tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih dapat ditagih selama 
jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutang. 

Rp. 20.000fTahun. 
Rp. 50.000fTahun. 
Rp. 75.000fTahun. 
RP.100.000fTahun. 

Pasal 1 
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 ) disesuaikan 
sebagai berikut : 
a. Kendaraan Golongan A : sebesar 
b. Kendaraan Golongan B: sebesar 
c. Kendaraan Golongan C : sebesar 
d. Kendaraan Golongan D : sebesar 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI 
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

'. 


